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Abstract

This study aims to analyze the role of the Pekanbaru City Education Office in implementing inclusive
education at the elementary school level, focusing on a case study at Public Elementary School 40 in Pekanbaru City.
Inclusive education is an approach that ensures every child, including children with special needs, has equal
opportunities to access quality education. This research employs a qualitative method with a case study approach.
Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The research informants include
representatives from the Pekanbaru City Education Office, school principals, teachers, parents, and students at Public
Elementary School 40. The findings reveal that the Pekanbaru City Education Office plays a strategic role in
supporting the implementation of inclusive education. These roles include policy development, providing teacher
training, resource allocation, and monitoring the implementation of inclusive education programs. However, several
challenges remain, such as the lack of trained human resources, insufficient supporting facilities, and low public
awareness of the importance of inclusive education. This study concludes that although the Pekanbaru City Education
Office has made efforts to fulfill its role in organizing inclusive education, further improvements are needed to enhance
its implementation. These include increasing teacher capacity, providing adequate infrastructure, and raising public
awareness about inclusivity.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, dengan fokus pada Studi Kasus di
Sekolah Dasar Negeri 40 Kota Pekanbaru. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memastikan
setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan yang setara dalam
mengakses pendidikan yang bermutu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan
penelitian meliputi pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, kepala sekolah, guru, orang tua anak
bekebutuhan khusus di SD Negeri 40. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif. Peran tersebut
meliputi penyusunan kebijakan, pemberian pelatihan kepada guru, alokasi sumber daya, dan monitoring
pelaksanaan program pendidikan inklusif. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan, seperti
keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya
kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
meskipun Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah berupaya menjalankan perannya dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusif, masih diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan
kualitas implementasi, termasuk peningkatan kapasitas guru, pengadaan sarana prasarana yang memadai,
serta kampanye kesadaran inklusivitas kepada masyarakat.
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Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi
anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pemerintah Indonesia, melalui konstitusi dan
berbagai regulasi, telah menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi seluruh warga negara.
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan
tisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Salah satu bentuk implementasi dari amanah tersebut adalah dengan menyelenggarakan
pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak,
termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama di sekolah umum tanpa
diskriminasi. Pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga
pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis kebijakan pendidikan di
wilayahnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan
inklusif melalui penetapan sekolah-sekolah inklusi, termasuk SD Negeri 40 Kota Pekanbaru
sebagai salah satu sekolah pelaksana pendidikan inklusif sejak tahun 2017. Berdasarkan data
Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, sekolah ini memiliki 13 siswa berkebutuhan khusus dari
berbagai latar belakang kebutuhan seperti autisme, kesulitan belajar, tuna grahita ringan, dan
tuna wicara. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan inklusif masih
menghadapi berbagai kendala mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana,
hingga dukungan kebijakan teknis dan anggaran.

Kehadiran Dinas Pendidikan sebagai pemegang otoritas kebijakan pendidikan di tingkat
kota menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena
itu, penting untuk menelaah sejauh mana peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah
untuk melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Menurut Siagian (2012), administrasi
publik adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Chandler (dalam Indradi, 2011) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses di
mana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan,
mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik. Dalam konteks pendidikan,
administrasi publik mengatur bagaimana negara memenuhi hak pendidikan warga melalui
sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas.

Organisasi Publik dan Pemerintah Daerah

Organisasi publik merupakan institusi yang bergerak dalam pelayanan masyarakat.
Menurut Robbins (2015), organisasi publik adalah kesatuan sosial yang secara sadar
dikoordinasikan, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, untuk mencapai tujuan
kolektif. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan adalah organisasi publik di bawah pemerintah daerah
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayahnya.

Rasyid (2007) menyatakan bahwa manajemen pemerintahan daerah harus berdasarkan
pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pendidikan
inklusif, Dinas Pendidikan harus mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap
kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan menjamin pelaksanaannya di lapangan.



Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan
semua anak dalam proses belajar, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), di sekolah
reguler. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan
dan/atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran bersama
dengan peserta didik pada umumnya.

Menurut Ilahi (2013), pendidikan inklusif bertujuan untuk menghapus segala bentuk
diskriminasi dalam pendidikan dan mendorong penerimaan sosial terhadap keberagaman
kemampuan peserta didik. Garnida (2015) menambahkan bahwa pendidikan inklusif adalah
upaya untuk menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler tanpa
membedakan potensi dan kelemahan yang dimiliki masing-masing individu.

Pendidikan inklusif bukan hanya sistem pembelajaran, tetapi juga bagian dari gerakan hak
asasi manusia yang menjamin keadilan sosial dan kesetaraan akses terhadap pendidikan.

Teori Peran dalam Pelayanan Publik

Peran merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan dalam struktur sosial.
Soekanto (2013) menyatakan bahwa peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari
seseorang sesuai dengan status atau kedudukannya dalam masyarakat. Peran terdiri atas:

e Peran Aktif: Peran yang terlihat jelas dalam tindakan nyata dan inisiatif, seperti membuat
kebijakan dan mengalokasikan anggaran.

e Peran Partisipatif: Peran yang dilakukan berdasarkan kerja sama atau permintaan dari pihak
lain.

e DPeran Pasif: Peran simbolis yang minim keterlibatan aktif dan biasanya hanya menjalankan
kewajiban administratif saja.

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan sebagai institusi pemerintah diharapkan
menjalankan peran aktif dan partisipatif untuk memastikan implementasi pendidikan inklusif
berjalan sesuai amanat perundang-undangan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori di atas, maka peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat
dianalisis menggunakan pendekatan teori peran (role theory) Soekanto untuk melihat sejauh
mana inisiatif, keterlibatan, dan kontribusi Dinas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Fokus
analisis diarahkan pada kebijakan, pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana, monitoring
dan evaluasi, serta kampanye kesadaran publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk
menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena peran Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 40
Pekanbaru. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman

yang utuh terhadap realitas sosial yang kompleks melalui interaksi langsung dengan
subjek penelitian.
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Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 40 Kota Pekanbaru, yang merupakan salah satu
sekolah inklusi resmi berdasarkan SK Walikota Pekanbaru tahun 2017. Waktu pelaksanaan
penelitian berlangsung selama dua bulan, yakni dari September hingga Oktober 2024.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan
metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan teknik
pengumpulan data yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, member
checking dilakukan dengan meminta klarifikasi dan konfirmasi ulang kepada informan atas data
dan interpretasi yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan
Peran dalam Penyusunan Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah menerbitkan kebijakan berupa SK Walikota yang
menunjuk sekolah-sekolah inklusi, termasuk SD Negeri 40. Kebijakan ini menjadi dasar legal
operasionalisasi pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Namun, hasil wawancara dengan
Kepala Sekolah SD Negeri 40 mengungkapkan bahwa:

“Kami belum menerima petunjuk teknis yang jelas dalam implementasi pendidikan inklusif.
Sejauh ini masih berdasarkan inisiatif sekolah masing-masing.”

Artinya, meskipun kebijakan telah ada, belum dilengkapi dengan petunjuk teknis (juknis)
atau standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif. Hal ini menyebabkan perbedaan
persepsi dan praktik antara sekolah satu dengan lainnya.

Peran dalam Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Guru

Pelatihan guru merupakan komponen penting dalam pendidikan inklusif. Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru secara rutin menyelenggarakan pelatihan dasar inklusi sebanyak
dua kali setahun. Namun, keterbatasan anggaran membuat pelatihan hanya diikuti oleh
perwakilan guru, bukan semua guru. Seorang guru pendamping khusus (GPK) menyampaikan:

“Pelatihan yang kami terima masih bersifat umum, padahal kami butuh pendekatan spesifik untuk
menangani anak autis atau disleksia, misalnya.”

Pelatihan belum menyentuh pendalaman praktis terhadap penanganan berbagai jenis
disabilitas. Selain itu, tenaga GPK masih terbatas dan belum semuanya mendapat pelatihan
formal.

Peran dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi elemen pendukung utama dalam pembelajaran inklusif.
Berdasarkan observasi di SD Negeri 40, ditemukan bahwa sekolah belum sepenuhnya ramah
disabilitas. Beberapa catatan penting:

o Toilet khusus disabilitas belum tersedia.

o Tidak ada jalur landai atau guiding block untuk mobilitas anak difabel.
¢ Ruang konseling tidak tersedia secara khusus.

e Alat bantu belajar untuk ABK masih minim.

Dinas Pendidikan mengakui bahwa anggaran untuk fasilitas inklusif masih terbatas dan belum
menjadi prioritas dalam alokasi tahunan.

Monitoring dan Evaluasi Program Inklusif

Monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan minimal satu kali dalam setahun melalui
supervisi langsung ke sekolah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi lebih



banyak berfokus pada aspek administratif, seperti kelengkapan laporan dan jumlah siswa,
bukan pada kualitas pembelajaran atau perkembangan peserta didik. Kepala Seksi
Kurikulum menyebutkan:

“Kami masih dalam tahap membangun sistem pelaporan dan evaluasi kualitas pembelajaran
inklusif. Sekarang fokus kami masih pada pendataan dan pembinaan awal.”

Ini menunjukkan perlunya indikator evaluasi khusus yang dapat mengukur keberhasilan
pendidikan inklusif, tidak hanya dari sisi kuantitatif tetapi juga perkembangan sosial dan
akademik siswa ABK.

Tantangan Sosial dan Budaya

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif
adalah minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Beberapa orang tua siswa reguler
mengeluhkan keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas yang sama karena dianggap
mengganggu proses belajar. Guru kelas menyampaikan:

“Masih ada orang tua yang minta anak-anak berkebutuhan khusus dipisahkan, bahkan ada yang
protes secara langsung ke sekolah.”

Stigma sosial ini menjadi hambatan dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang
kondusif dan inklusif. Dinas Pendidikan belum secara optimal melakukan kampanye publik atau
edukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 40 Kota Pekanbaru,
dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Peran Dinas Pendidikan secara umum sudah dilaksanakan namun belum maksimal.

Dinas Pendidikan telah menetapkan kebijakan dengan menunjuk sekolah-sekolah inklusi
melalui SK Walikota, termasuk SD Negeri 40. Namun, kebijakan tersebut belum diikuti oleh
petunjuk teknis (juknis) yang jelas, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak
seragam.

2. Pelatihan guru masih terbatas dan belum menyentuh aspek praktis. Meskipun pelatihan
diselenggarakan secara berkala, keterlibatan guru pendamping khusus dan guru kelas masih
terbatas. Materi pelatihan juga belum mendalam dalam membekali guru menangani anak
dengan berbagai ragam kebutuhan khusus.

3. Sarana dan prasarana belum memadai untuk menunjang pendidikan inklusif. Sekolah masih
kekurangan fasilitas fisik yang ramah disabilitas seperti jalur landai, toilet khusus, dan ruang
layanan konseling. Selain itu, alat bantu belajar untuk anak berkebutuhan khusus masih
sangat terbatas.

4. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih bersifat administratif. Evaluasi
yang dilakukan lebih menekankan pada laporan formal, sementara aspek kualitas
pembelajaran, perkembangan siswa ABK, dan dampak program belum menjadi fokus
utama.

5. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pendidikan inklusif. Masih terdapat
resistensi dari sebagian orang tua siswa terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus di
kelas reguler. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi publik secara berkelanjutan.
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Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru berada pada posisi transisional, yaitu sudah menunjukkan komitmen melalui
kebijakan, namun belum sepenuhnya siap dalam hal pelaksanaan teknis dan pemberdayaan
sekolah.
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